KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Badung yang tertib administrasi,
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan, perlu
menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik
Negara (BMN);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik
Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Badung Tahun 2026.

https:/ /idih.kpu.go.id/bali/badung




Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1817);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
247);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PENGURUS

DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BADUNG TAHUN 2026.

Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara

(BMN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Badung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN)

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;

b. Melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada
pengguna barang dan pengelola barang;

c. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN
secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengusulkan pemindahtanganan BMN;

e. Melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian
BMN;

f. Melakukan penghapusan BMN;

g. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang setempat dalam pengelolaan Barang
Milik Negara dan pelaporannya;

h. Menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil
Pengelolaan Barang Milik Negara tingkat Lembaga/Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara
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yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun
2026 Nomor: SP DIPA-076.01.658152/2026, Tanggal 29
Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN

2026
NO NAMA DITETAPKAN SEBAGAI HONORARIUM
(1) (2) (3) (4)
1 | Aditya Endra Kurnianta Pengurus dan -

NIP : 199601232020121005 | Penyimpan BMN

2 | Sari Wahyuni Amanda Pengurus dan Rp180.000,-/bulan
NIP : 199703292025062008 | Penyimpan BMN

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

sala Sub. Bagian Teknis
S 8

! -,}\-. n Masyarakat,
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